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pemerintah. Penerbitan sertipikat harus melalui prosedur pelacakan yang 

mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) untuk menghormati 

hak-hak warga negara. 

2. Kepada Pemerintah Kota Solok: Pemerintah Kota Solok dalam melakukan 

pengadaan tanah diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban administratif dan 

menunaikan hak keperdataan terlebih dahulu agar terjadi pelepasan hak yang sah. 

Sebagai badan publik, Pemerintah Kota Solok seharusnya menjadi contoh dalam 

penegakan hukum dan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

3. Kepada Masyarakat: Khususnya kepada pemegang hak atas tanah atau ahli waris, 

diharapkan dapat bersikap proaktif dalam menjaga fisik tanah seperti memberikan 

batas yang jelas, serta melakukan pengawasan atas tanah miliknya, terlebih jika 

objek tanah sedang digunakan oleh pihak lain atau pemerintah. Apabila terjadi 

tindakan administartif yang merugikan, masyarakat dihimbau untuk segera 

mengajukan keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. 
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